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TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA

NASIONAL INDONESIA BIDANG PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja
yang berkualitas di bidang pariwisata guna
menghadapi daya saing produk dan pelayanan di era
globalisasi, perlu memberlakukan Standar Kompetensi
Kerja Nasional Indonesia bidang pariwisata secara
wajib;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pariwisata tentang Pemberlakuan Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang
Pariwisata;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang
Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di bidang
Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5311);

5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);6.

7. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);

8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi
Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 338);

9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);9.

10. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 545);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG

PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA BIDANG PARIWISATA.

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya

disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup
aspek pengetahuan keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja
yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang kepariwisataan.

Pasal 2
Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, uji kompetensi dan
sertifikasi profesi bidang kepariwisataan.
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Pasal 3
Memberlakukan SKKNI Bidang Pariwisata yang terdiri dari:
1. Sub Sektor Biro Perjalanan Wisata sebagaimana ditetapkan dengan

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor:
KEP.238/MEN/X/2004 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja
Sektor Pariwisata Sub Sektor Biro Perjalanan Wisata;

2. Sub Sektor Hotel dan Restoran sebagaimana ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor:
KEP.239/MEN/X/2004 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia Sektor Pariwisata Sub Sektor Hotel dan Restoran;

3. Sub Sektor SPA sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.141/MEN/V/2005
tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
Sektor Pariwisata Sub Sektor SPA;

4. Sub Sektor Restoran BAR dan Jasa Boga Bidang Industri Jasa Boga
sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor: KEP.318/MEN/IX/2007 tentang Penetapan
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Penyedia
Makanan dan Minuman Sub Sektor Restoran BAR dan Jasa Boga
Bidang Industri Jasa Boga;

5. Bidang Jasa Pramuwisata dan Pemimpin Perjalanan Wisata (Tour
Leader) sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.55/MEN/III/2009 tentang
Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor
Pariwisata Bidang Jasa Pramuwisata dan Pemimpin Perjalanan Wisata
(Tour Leader);

6. Bidang Kepemanduan Wisata Selam sebagaimana ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor:
KEP.56/MEN/III/2009 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia Sektor Pariwisata Bidang Kepemanduan Wisata
Selam;

7. Bidang Kepemanduan Wisata sebagaimana ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor:
KEP.57/MEN/III/2009 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia Sektor Pariwisata Bidang Kepemanduan Wisata;

8. Bidang Kepemanduan Museum sebagaimana ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor:
KEP.58/MEN/III/2009 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia Sektor Pariwisata Bidang Kepemanduan Museum;

9. Bidang Kepemanduan Ekowisata sebagaimana ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor:
KEP.61/MEN/III/2009 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia Sektor Pariwisata Bidang Kepemanduan
Ekowisata;
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